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 Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai 

dengan 31 Maret 2017, tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi adalah 

untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak 

penghasilan pasal 21. Sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang tata 

cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan 

sendiri oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama 

Banyuwangi. Dan meneliti bagaimana Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 21 

pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi. 

 Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar bersumber dari penerimaan 

pajak. Penerimaan pajak selalu mempengaruhi berlangsungnya pembangunan negara, 

karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh 

pemerintah. Kewajiban perpajakan bagi warga Negara Republik Indonesia harus 

dipenuhi untuk modal dasar sebuah negara. Penerimaan negara dari sektor pajak salah 

satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau 

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan 

pemasukan negara yang sangat besar.  

 Kegiatan yang penulis lakukan pada saat Praktek Kerja Nyata (PKN) pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yaitu 
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membantu tugas Administrasi dan Keuangan dikantor serta mempelajari kegiatan 

perpajakan yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe 

Pratama Banyuwangi khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

 Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi merupakan salah satu instansi yang 

taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari 

penyetoran dan pelaporan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan mulai dari 

penghitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku. Hanya saja disini Bendaharawan Pengeluaran 

kurang teliti sehingga tidak tahu bahwa aplikasi pemotongan bendaharawan pada 

komputer kantor belum di update dengan aplikasi yang terbaru. Sehingga 

menyebabkan terjadinya kelebihan dalam pembayaran pajak. Kesalahan tersebut baru 

diketahui saat penulis sedang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Penghitungan 

menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang penulis hitung 

berbeda dengan yang sudah disetorkan dan dilaporkan. Bendaharawan Pengeluaran 

baru menyadari bahwa aplikasi pemotongan bendahara belum di update. Selain itu 

juga kurang teliti dalam memasukkan data penghasilan pegawai. Akibatnya 

penghasilan pegawai menjadi lebih banyak dari semestinya dan menyebabkan jumlah 

pajak yang terhutang menjadi lebih besar dari seharusnya. Untuk penyetoran dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Februari pada Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi waktunya telah sesuai. Dalam 

melakukan penyetoran pajak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe 

Pratama Banyuwangi menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari pada 

tanggal 01 Februari 2017 dan dalam pelaporannya sendiri Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi melaporkan pada tanggal 02 Maret 

2017. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 318/UN25.1.2/SP/2017, DIII 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu negara dikatakan maju apabila rakyatnya memiliki kesejahteraan atau 

kualitas hidup yang tinggi. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonominya dan dilihat bisa tidaknya dalam mengatasi masalah ekonomi yang 

terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan pembangunan 

ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan 

pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara 

tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup 

dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai negara. Karena pajak sebagai 

sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 

berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan 

belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, 

pertanahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin 

banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari 

perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, 

penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar 

pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem pemungutan pajak sendiri memberikan 

kepercayaan yang penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan 

melaporkan pajaknya dengan self assessment system. Menurut Mardiasmo (9:2016) 
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Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Sehingga penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya tergantung 

pada wajib pajaknya sendiri.  

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian besar 

dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target dan 

Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2015 – 2017. Dimana target dan realisasi 

penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor 

lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan hibah. Data tentang 

target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2017  

(dalam triliun rupiah) 

Sumber Penerimaan 2015 2016 201

7 

 Target Realisasi Target Realisasi Target 

I. Penerimaan 1.758,3 1.494,1 1.784,2 1.546,9 1.748,9 

   Penerimaan Perpajakan 1.489,3 1.240,4 1.539,2 1.285,0 1.498,9 

   Penerimaan Bukan Pajak 269,1 253,7 245,1 261,9 250,0 

II. Hibah 3,3 10,4 2,0 8,2 1,4 

Jumlah 1.761,6 1.504,5 1.786,2 1.555,1 1.750,3 

Sumber: https://www.djpbn.kemenkeu..go.id (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.16 

WIB) 

 

 Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target realisasi penerimaan negara dari 

penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan 

dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Realiasi penerimaan pajak pada 2016 

yang telah dicapai yaitu mencapai Rp 1.285,0 triliun rupiah atau sekitar 83,4 persen 
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dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun rupiah. Artinya 

penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,63 persen dari total pendapatan 

pemerintah yang mencapai Rp 1.555,1 triliun rupiah. Ini lebih rendah dari target 

dalam APBNP 2016 sebesar 86,2 persen. Meskipun di bawah target APBNP 2016, 

namun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih mencatat kenaikan dari 

tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240,4 triliun rupiah.  

Realisasi Penerimaan Negara dari tahun ke tahun pajak yang paling tinggi 

penerimaannya yaitu dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan lebih besar daripada 

objek pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah 

kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk 

nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan 

Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Tetapi kali ini penulis lebih 

tertarik menulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (197:2016) 

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Untuk itu bagi warga negara Indonesia 

yang telah memiliki penghasilan, dimana penghasilannya lebih dari Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) maka wajib menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah 

pajak yang terhutang. Terlebih lagi Pemerintah telah berbaik hati berulang kali 

merevisi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) yang terus meningkat. Agar sesuai dengan biaya hidup di 

Indonesia yang tiap tahunnya terus meningkat. Dengan meningkatnya Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) menyebabkan berkurang juga jumlah pajak yang 

terhutang. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) akan 

menyebabkan masyarakat menambah konsumsinya, sehingga Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) akan bertambah. Meskipun hal ini juga dapat menyebabkan penerimaan 
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pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) akan menurun, itulah mengapa target realisai 

penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2017 dibuat 

menurun. 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah suatu instansi yang 

memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan 

fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, 

melindungi industri di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri 

sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, memungut bea masuk dan 

pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan 

negara dan lain sebagainya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga 

merupakan instansi yang berperan dalam penerimaan negara dari sektor bea dan 

cukai. Tetapi tetap berkewajiban dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kantor Bea 

Cukai sendiri terdiri dari 3 (tiga) tipe kantor yaitu Kantor Pelayanan Umum BC; 

KPPBC Tipe Madya; dan KPPBC Tipe Pratama. Perbedaan Kantor Pelayanan 

Umum, Tipe Madya dan Tipe Pratama dapat dilihat dari kegiatan ekspor impornya, 

kegiatan cukai/pabrik rokoknya dan struktur transportasi bandara serta pelabuhan. 

Untuk itu penulis tertarik ingin mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 

(KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi. Supaya mengetahui apakah Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi telah tertib dalam melakukan 

kegiatan perpajakannya terutama tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

pajak penghasilan pasal 21 masa. 

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 masa pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi dilakukan oleh 

bendaharawan pengeluaran sebagai pemotong. Saat penghitungan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 masa terjadi beberapa kesalahan sehingga terjadi kelebihan 

pembayaran pajak. Kemudian dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 21 masa telah tepat waktu. Untuk penyetoran sendiri dilakukan 

pada tanggal 01 Februari 2017. Sedangkan pelaporan dilakukan pada tanggal 02 
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Maret 2017. Dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dibahas lebih mendalam tentang 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa. Atas penjelasan singkat di atas maka 

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis memberi judul tentang “Prosedur 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap 

kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu: 

 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan 

memahami Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi. 

 

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 

Tipe Pratama Banyuwangi. 
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2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama 

menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada 

lingkungan universitas. 

2) Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada 

perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

c. Bagi KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi 

1) Membantu dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 

pasal 21 masa. 

2) Diharapkan dapat memberikan masukan dam perbaikan terkait pelaksanaan 

prosedur pemotongan pajak Penghasilan pasal 21 masa. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Dalam Mardiasmo (2016:3) definisi pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam buku Mardiasmo (2016:3)  menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

 Pajak  berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi 

gaya hidup konsumtif 

  

2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak 

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak  menurut Mardiasmo 

(2016:15) yaitu: 

a. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. 

c. Objek pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi 

maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.4 Jenis Pajak  

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, 

dan menurut lembaga pemungut. 
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a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi 

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

  Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau 

pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga 

unsur yang terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur 

tersebut: 

a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak. 

b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih 

dahulu beban pajaknya. 

c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani 

pajak. 

 Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya 

disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada 

lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung. 

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Subjektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah 

diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau 

tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan 

dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. 
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2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat 

objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui 

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum 

dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan 

atau tidak. 

c. Menurut Lembaga  Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) amupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak 

daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak   

 Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu sebagai berikut:  

a. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

(Mardiasmo,2011:7). Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;  

2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System  
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang 

(Mardiasmo,2011:7). Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri;  

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang; dan 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.6 Tarif Pajak  

Supramono dan Damayanti (2010:7) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan 

tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara 

umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.  Menurut Mardiasmo ( 2016 : 

11 ), ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 

a. Tarif Sebanding / Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam 

daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.  

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap ( sama ) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea 
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Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 

3.000,00.  

c. Tarif Progresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

 

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh WPOP 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk WP OP dalam negeri 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

  Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan orang pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13 

 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Isroah (2013:36) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang 

menjadi subjek pajak adalah: 

a. Orang pribadi;  

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 

c. Badan; dan  

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).  

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha 

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:  

1) tempat kedudukan manajemen;  

2) cabang perusahaan;  

3) kantor perwakilan;  

4) gedung kantor;  

5) pabrik;  

6) bengkel;  

7) gudang;  

8) ruang untuk promosi dan penjualan; 

9) pertambangan dan penggalian sumber alam;  

10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;  
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11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;  

12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;  

13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 dua belas) 

bulan;  

14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas  

15) agen atau pegawai dari perusahan asuransi yangtidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; dan  

16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau 

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan 

usaha melalui internet. 

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri menurut Isroah (2013:37) 

a. Subjek pajak dalam negeri adalah:  

1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;  

2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  

a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan  

d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan 

3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.  

b. Subjek pajak luar negeri adalah:  
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1) orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

apabila:  

a) tidak bertempat tinggal di Indonesia,  

b) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,  

2) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; 

b) menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT. 

 

2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan orang pribadi, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, 

meliputi: 

a. Pemberi kerja yang terdiri dari : 

1) orang pribadi; 

2)  badan; atau 

3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh 

administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. 

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas 

pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi 

atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 
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c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan 

lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau 

jaminan hari tua; 

d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan 

yang membayar: 

1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak 

dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 

persekutuannya; 

2) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar 

negeri; 

3) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan 

pelatihan, serta pegawai magang; 

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat 

nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang 

menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau 

penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan 

dengan suatu kegiatan. 

 

2.2.4 Wajib Pajak PPh Pasal 21 

Wajib Pajak atau Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis 

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan 

orang pribadi adalah 

a. Pegawai; 
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b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pemberian jasa, meliputi: 

1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, 

pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 

3) olahragawan; 

4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta 

pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

7) agen iklan; 

8) pengawas atau pengelola proyek; 

9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

10) petugas penjaja barang dagangan; 

11) petugas dinas luar asuransu; dan/atau 

12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya. 

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 

Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

e. mantan pegawai; dan/atau 

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 
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1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, 

ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan 

tertentu; 

4) peserta pendidikan dan pelatihan; dan 

5) peserta kegiatan lainnya 

Yang Tidak termasuk dalam Wajib Pajak PPh 21 atau pengertian penerima 

penghasilan di atas menurut Isroah (2013:57) adalah :  

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, 

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia 

tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya; dan 

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam Kep. Men. Keu, 

sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan atau 

kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 

 

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2016:203) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 

adalah sebagai berikut:  

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan 

yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa 

uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau 

jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka 

waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah 

mingguan, upah satua, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 
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e. Imbalah kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan 

imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan 

sehubungan jasa yang dilakukan; 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, 

uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun; 

g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang 

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 

merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain 

yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau 

i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang 

pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 

j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh: 

1) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus. 

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 

adalah:  

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, 

dan asuransi beasiswa; 

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun 

diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib 

pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan 

pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Pajak penghasilan 

yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan 

penerimaan dalam bentuk kenikmatan; 
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c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua 

kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan 

sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; atau 

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil 

zakat yang dibenruk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima 

oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau 

e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 

 

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan 

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 adalah 

sebagai berikut: 

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 

1) Pegawai Tetap; 

2) Penerima pengsiun berkala; 

3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah 

kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah 

melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan 

4) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima 

imbalan yang bersifat berkesinambungan. 

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu 

rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 

yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, 
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sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender 

belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan 

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan 

yang tidak bersifat berkesinambungan; 

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain 

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c. 

 

2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Menurut Resmi (2014:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan 

jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung berapa 

besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan 

netonya dikurangi degan penghasilan tidak kena pajaknya. Penyesuaian PTKP yang 

terbaru di atur dalam Per-16/PJ/2016, besarnya PTKP nya pada tabel 2.2 adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Keterangan Per Tahun Per Bulan 

diri Wajib Pajak Rp54.000.000,00 Rp4.500.000,00 

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp  4.500.000,00 Rp   375.000,00 

Tambahan untuk seorang istri yang menerima 

atau memperoleh penghasilan yang digabung 

dengan penghasilan suami 

Rp54.000.000,00 Rp4.500.000,00 

tambahan untuk setiap anggota keluarga 

sedarah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat, yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 

Rp  4.500.000,00 Rp  375.000,00 

Sumber :Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 
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2.2.8 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2016:211) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dibagi menjadi dua yaitu Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan 

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai tetap, 

berikut ini: 

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur 

1) Bagi Pegawai Tetap 

a) Menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 

sebulan, meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur 

lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya; 

b) Apabila perusahaan masuk program BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Hari Tua, 

Premi Jaminan Pemeliharaan Kerja, Premi Asuransi Kesehatan Asuransi 

Kecelakaan Kerja dll dibayarkan oleh pemberi kerja maka merupakan 

penghasilan bagi pegawai. Premi tersebut digabungkan dengan penghasilan 

bruto yang dibayarkan pemberi kerja kepada pegawai; 

c) Menghitung penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan 

bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dll yang 

dibayar sendiri oleh pegawai; 

d) Menghitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto 

sebulan dikalikan 12; 

e) Menghitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu Penghasilan neto setahun 

dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena pajak 

f) Apabila Penghasilan Kena Pajaknya telah ditemukan, selanjutnya dihitung 

Pajak Penghasilan Pasal 21 nya 

g) Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, sehingga ketemu 

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang terhutang 

2) Bagi penerima pensiun berkala 
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Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima penerima 

pensiun pada tahun pertama pensiun sebagai berikut: 

a) Menghitung penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan 

bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak 

pegawai tersebut menerima pensiun dampai bulan Desember; 

b) Menambahkan penghasilan neto pensiun dengan penghasilan neto dalam 

tahun bersangkutan yang diterima dari pemberi kerja sebelum pegawai 

tersebut pensiu sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh 

Pasal 21 sebelum pensiun; 

c) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan cara jumlah penghasilan neto 

dikurangi dengan PTKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 

d) Menghitung PPh Pasal 21 Pensiun dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 

dalam huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja 

sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan bukti 

pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; 

e) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti 

dalam huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut 

menerima pensiun. 

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan 

selanjutnya sebagai berikut: 

a) Menghitung penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan 

bruto dengan biaya pensiun; 

b) Menghitung penghasilan neto setahun dengan mengkalikan penghasilan neto 

sebulan dengan 12; 

c) Menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto setahun 

dikurangi dengan PTKP 

d) Menghitung PPh Pasal 21 yang terutang setahun kemudian dibagi 12 

sehingga ketemu PPh Pasal 21 sebulan yang terutang. 

b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap 
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1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Bulan Desember atau 

Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum 

Bulan Desember 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 menjelaskan 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember atau 

masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan 

Desember adalah sebagai berikut: 

a) Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, 

baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. 

(1) Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak 

awal tahun, namun belum bekerja setelah bulan Januari atau berhenti 

bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 

dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau 

diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai 

tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak 

(2) Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru 

dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, 

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh 

penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur 

maupun tidak teratur, yang disetahunkan 

b) PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan 

tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan 

Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh 

penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak 

dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender 

yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelum masa pajak terakhir. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 

 

c) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan 

sebelum masa pajak terakhir tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 

terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari 

pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam 

hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan 

pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap 

yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh 

Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap 

yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh 

Pasal 21 terutang atas penghasilan Pegawai Tetap lainnya dalam Masa Pajak 

yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong 

pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan 

pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada 

Pegawai Tetap yang berhenti bekerja. 

2) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja 

Lepas, Pemagang dan calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah 

Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan 

Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan 

Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan 

Pemotongan Pajak Penghasilan. 

a) Tentukan jumlah upah atau uang saku harian, atau jumlah rata-rata upah/uang 

saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari 

b) Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku 

harian belum melebihi Rp 450.000,- dari jumlah kumulatif yang diterima 

dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 4.500.000,- maka 

tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong. 

c) Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku 

harian telah melebihi Rp450.000,- dan sepanjang jumlah kumulatif belum 
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melebihi Rp 4.500.000,- maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus 

dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah setelah 

dikurangi Rp 450.000,- dikalikan 5% 

d) Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim 

telah melebihi Rp 4.500.000,- dan kurang dari Rp 10.200.000,- maka Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku 

harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari 

dikalikan 5% 

e) Dalam hal jumah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan 

takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 10.200.000,- maka pajak 

Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) 

huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang 

disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

harus dipotong adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan 

tersebut dibagi 12 

 

Tabel 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Pegawai 

Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya 

Penghasilan Sehari Penghasilan Kumulatif 

Sebulan 

Tarif dan DPP 

<Rp450.000 <Rp4.500.000 Tidak dilakukan pemotongan 

PPh 21 

>Rp450.000 <Rp4.500.000 5% x (Upah – Rp450.000) 

>Rp450.000 

<Rp450.000 

>Rp4.500.000 5% x (Upah – PTKP/360) 

>Rp450.000 

<Rp450.000 

>Rp10.200.000 Tarif Pasal 17 x Jumlah 

Penghasilan Kena Pajak yang 

disetahunkan 

Sumber : Ortax.org (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.17 WIB) 
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2.2.9 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) ketentuan ini 

mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib 

melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah 

pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan 

penyelenggara kegiatan. 

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang 

wajib melakukan pemotongan pajak adalah badan perwakilan negara asing dan 

organisasi-organisasi internasional. 

Pasal 21 Ayat (3), penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong 

pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan 

biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Pasal 21 Ayat (4), penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak 

tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi 

bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 21 Ayat (8), petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pada saat pembayaran gaji, 

tunjangan, honorarium dan lain sebagainya. 

 

2.2.10 Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dilakukan di Bank 

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Bank Presepsi dengan membawa Surat 

Setoran Pajak (SSP) dan uang senilai Pajaknya. Nanti oleh Bank Surat Setoran Pajak 
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(SSP) tersebut akan dicap sebagai bukti bahwa Bendaharawan Pengeluaran telah 

melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas 

dimana jumlah pajak penghasilan harus sesuai dengan jumlah yang terutang di dalam 

Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetor, kemudian SPT tersebut ditanda tangani 

oleh Bendaharawan Pengeluaran dengan melampirkan SPT yang telah di cap dinas 

terkait dan SSP yang telah di cap oleh Bank yang telah di cap oleh Bank yang telah 

ditunjuk serta melampirkan daftar bukti pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. 

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak 

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan 

adalah 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. 

Menurut Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, apabila 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal 

jatuh tempo pembayaran atas penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

 

2.2 Akuntansi Perpajakan 

2.3.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah pengidentifikasi, pencatatan dan penyampaian atau pelaporan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan 

oleh para pemakai informasi tersebut. Literatur lain mengatakan bahwa akuntansi 

adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisarkan dan menginterprestasikan 

kegiatan perusahaan menurut Meliala (2007:29). 

Hal ini sering disebut dengan “Bahasa perusahaan”, artinya sebagai berikut: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29 

 

a. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan 

pelaporan informasi ekonomi 

b. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian 

dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. 

 

2.3.2 Tujuan Utama Akuntansi 

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu 

kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (Business Enterprise), yang hasilnya 

berupa “Laporan Keuangan”. Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan 

dalam bentuk keuangan terdiri atas: 

a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengikhtisarkan pendapatan 

dan biaya untuk suatu periode tertentu 

b. Neraca 

c. Laporan perubahan modal 

d. Laporan arus kas 

Perbedaan akuntansi dengan Tata Buku adalah Tata buku suatu pencatatan dan 

pengikhtisaran dari kegiatan suatu perusahaan. Sedangkan, akuntansi suatu 

pencatatan, pengikhtisaran, dan interprestasi. 

1) Akuntansi = Tata buku + Interprestasi 

2) Dapat disimpulkan = Tata buku merupakan bagian dari akuntansi 

3) Jadi perbedaannya = Di dalam tata buku tak ada interprestasi 

 

2.3.3 Akuntansi Perpajakan 

Menurut Supriayanto (2011:2) Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan 

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan 

Surat Pemberitahuan Tahunan.   
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2.3 Akuntasi Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Tulis S. Meliala  (2007:170) Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 

adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu pajak penghasilan atas 

gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. 

Pada PPh Pasal 21 diatur bahwa setiap pemberi kerja, perusahaan, penyelenggara 

kegiatan diwajibkan melakukan pemotongan, membayarkan dan melaporkan pajak 

penghasilan yang dipotong tersebut. 

 

2.4.2 Perlakukan Akuntansi atas PPh Pasal 21 

a. Ditanggung 

Pajak yang ditanggung pemberi kerja dapat digolongkan sebagai kenikmatan 

(natura) karenanya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Dari sisi 

perusahaanpun, tanggungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dikurangkan 

sebagai biaya dalam perhitungan PPh pemberi kerja. 

b. Tunjangan  

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung 

penghasilan bruto, artinya merupakan penghasilan bagi karyawan. Jika 

menambah penghasilan karyawan dari sisi perusahaan, tunjangan ini dapat 

dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung PPh pemberi kerja. Tunjangan 

pajak atau tunjangan lainnya ini disajikan sebagai biaya dalam laba atau rugi 

komerial maupun fiskal. 

c. Dibayar Sendiri 

Jika PPh Pasal 21 dibayar sendiri oleh karyawan, maka dalam laporan keuangan 

perusahaan hanya akan muncul utang PPh 21 di neraca. Karena perusahaan 

bertindak sebagai pemotong (withholder) pada saat penghasilan karyawan 

dibayarkan. 
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Dalam Waluyo (247:2016) contoh jurnal yang disusun dari Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yaitu sebagai berikut ini: 

Biaya Gaji    xxx  

Tunjangan Pajak   xxx 

 PPh Pasal 21 Terutang   xxx  

 Iuran Wajib Pegawai    xxx 

 Kas      xxx 

(Saat pembayaran gaji dan tunjangan) 

 

PPh Pasal 21 Terutang  xxx 

Iuran Wajib Pegawai   xxx 

 Kas      xxx  

(Saat penyetoran PPh 21 dan iuran wajib pegawai)  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata merupakan mata kuliah wajib Program Studi Diploma III 

Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus di 

tempuh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun Laporan Tugas 

Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka 

mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, 

apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah 114 SKS yang 

harus diselesaikan. 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di instansi 

pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan 

syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata 

dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua 

Program Studi dan Ketua Jurusan. 

 Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa 

tahapan, antara lain sebagai berikut. 

a. Pemograman 

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan 

melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan 

ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata. 

b. Pembekalan 

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang 

diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek 

Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. 

Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata. 
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c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata 

diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja 

Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD dan 

Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana 

selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang 

telah ditentukan. 

d. Observasi 

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, 

apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya 

memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas 

kepada instansi.  

e. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari Instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima 

mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di 

bagian Program Studi Diploma III Perpajakan 

f. Surat Tugas 

Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas 

mendapatkan dua surat tugas yaitu,surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau 

magang serta surat tugas dosen supervisi. 

g. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud. 

 

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata  

 Program praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yang beralamat di Jalan Raya 

Situbondo No. 37, Ketapang, Banyuwangi dan di tempatkan pada Urusan Keuangan. 
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Urusan Keuangan bertugas melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan 

terhadap beberapa administrasi perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai.  

 

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang berlangsung selama 1 (satu) bulan 

dimulai dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 

Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi adalah: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin – Kamis 

Jum’at 

Sabtu dan Minggu 

07.30-17.00 WIB 

07.30-17.00 WIB 

Libur 

12.00-13.00 WIB 

11.30-13.00 WIB 

Libur 

Sumber: di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama 

Banyuwangi 

  

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup kegiatan 

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama 

Banyuwangi”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan 

pada satu tempat yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu  Urusan Keuangan. Pada 

bagian ini penulis diberi tugas seperti menginput gaji pegawai tetap di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi; 
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menyetorkan berbagai macam Pajak Penghasilan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN); melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) PratamaSehingga penulis dapat mengambil sampling Wajib Pajak untuk 

keperluan Tugas Akhir. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini: 

 

Tabel 3.2  Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata  

Waktu 

Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

(b) 

Penanggung 

Jawab 

(c) 

Hasil 

(d) 

Minggu I 

01 Maret s/d 

03 Maret 2017 

1. Diterima magang di 

Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe 

Pratama Banyuwangi 

oleh KSS. Penindakan 

dan Penyidikan 

2. Peserta PKN diberi 

penjelasan mengenai 

peraturan serta 

kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh KSS. 

Penindakan dan 

Penyidikan. 

 

1. Rudy Hartono 

selaku KSS. 

Penindakan 

dan 

Penyidikan 

 

 

2. Rudy Hartono 

selaku KSS. 

Penindakan 

dan 

Penyidikan 

 

 

Dapat mengetahui 

cara pelaporan 

Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 

Masa Februari di 

Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) 

Pratama 

Banyuwangi 
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(a) (b) (c) (d) 

 3. Peserta PKN 

ditempatkan dibidang 

yang berbeda-beda, 

untuk penulis di 

tempatkan di Urusan 

Keuangan 

4. Konsultasi Masalah 

Tugas Akhir (TA) 

pada Bapak Ananda 

Ahmad Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

5. Membantu menginput 

gaji pegawai tetap 

untuk bulan Maret 

2017 

6. Melakukan pelaporan 

Surat Pemberitahuan 

(SPT) Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

Masa Februari di 

Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama 

Banyuwangi  

7. Mengisi Surat 

Perjalanan Dinas 

(SPD) untuk beberapa 

pegawai 

 

 

3. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

 

4. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

 

5. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

6. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

 

 

 

7. Muhammad 

Fathur Rozi 

selaku Pegawai 

Urusan 

Keuangan 
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(a) (b) (c) (d) 

Minggu II 

06 Maret s/d 

10 Maret 2017 

1. Mengisi Surat 

Perjalanan Dinas 

(SPD) untuk beberapa 

pegawai 

 

2. Mengikuti Sosialisasi 

Seminar ITM Impor 

Tujuan Ekspor 

 

3. Menyetorkan Pajak 

Penghasilan Pasal 

(PPh) 22 dan Pajak 

Petambahan Nilai 

(PPN) di BNI 

4. Mengisi Surat Setoran 

Pajak (SSP) Pajak 

Pertambahan Nilai 

(PPN) 

5. Menyetorkan Pajak 

Pertambahan Nilai 

(PPN) ke Bank 

Mandiri 

6. Mengisi Surat 

Perjalanan Dinas 

(SPD) untuk beberapa 

pegawai 

1. Muhammad 

Fathur Rozi 

selaku Pegawai 

Urusan 

Keuangan 

2. Rudy Hartono 

selaku KSS. 

Penindakan dan 

Penyidikan 

3. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

4. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

5. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

6. Muhammad 

Fathur Rozi 

selaku Pegawai 

Urusan 

Keuangan 

Dapat mengisi 

Surat Setoran 

Pajak (SSP) Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) dan 

menyetorkan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) serta 

Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 22 di 

Bank 

Minggu III 

13 Maret s/d 

17 Maret 2017 

1. Mengisi Laporan 

Keuangan, 

Pendapatan, Belanja,  

1. Muhammad 

Fathur Rozi 

selaku Pegawai  

Dapat mengisi 

Laporan 

Keuangan,  
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(a) (b) (c) (d) 

 Laporan Operasional 

dan Laporan 

Perubahan Ekuitas 

2. Mengurutkan 

beberapa Surat 

Perjalanan Dinas 

(SPD) 

 

3. Mengurutkan berkas-

berkas tentang 

pengeluaran-

pengelaran dan pajak-

pajak 

Urusan 

Keuangan 

 

2. Muhammad 

Fathur Rozi 

selaku Pegawai 

Urusan 

Keuangan 

3. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

 

Pendapatan, 

Belanja, Laporan 

Operasional dan 

Laporan 

Perubahan 

Ekuitas 

Minggu IV 

20 Maret s/d 

24 maret 2017 

1. Mengurutkan 

beberapa data tentang 

SP2D, kwitansi, Surat 

Masuk, Surat Keluar 

di ruangan Arsip 

2. Mengisi Surat Setoran 

Pajak (SSP) untuk 

Pajak Penghasilan 

Pasal 22 

dan Pajak 

Pertambahan Nilai 

(PPN) 

3. Mewawancarai Bapak 

Arif selaku Bendahara 

Pengeluaran mengenai 

Pemotongan PPh 21 

1. Ibu Nisa selaku 

pegawai Bagian 

Persediaan 

 

 

2. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

 

 

3. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

Dapat mengisi 

Surat Setoran 

Pajak (SSP) untuk 

Pajak Penghasilan 

Pasal 22 dan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) serta 

Menyetorkan 

Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 ke 

Bank BNI 
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(a) (b) (c) (d) 

 4. Membuat tabel 

tahapan implementasi 

penataan organisasi 

perubahan tipologi 

kantor.  

5. Menyetorkan Pajak 

Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 ke Bank BNI 

4. Moh Rafiul Arif 

selaku pegawai 

di Urusan 

Rumah Tangga 

 

5. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

Minggu V 

27 Maret s/d 

31 Maret 2017 

1. Mengisi e-spt Pajak 

Penghasilan untuk 

bulan Maret 

 

2. Mengisi Surat Setoran 

Pajak (SSP) Pajak 

Pertambahan Nilai 

(PPN) atas service 

kendaraan kantor 

3. Mewawancarai Bapak 

Ananda Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran untuk 

tugas akhir dan 

meminta beberapa 

data 

4. Pergi ke Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

Negara (KPPN) 

1. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

2. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

3. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

 

 

4. Ananda Ahmad 

Arif selaku 

Bendaharawan 

Pengeluaran 

 

Dapat mengisi e-

spt Pajak 

Penghasilan bulan 

Maret dan dapat 

mengisi Surat 

Setoran Pajak 

(SSP) Pajak 

Pertambahan 

Nilai (PPN) 
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3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata  

 Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan nilai hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada bagian akademik 

untuk di entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing; 

b. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) ke akademik; 

c. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk 

membibing mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN); dan 

d. Membuat Laporan Tugas Akhir dan bimbingan kepada dosen yang bersangkutan. 

 

3.3   Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Slip Gaji, 

Pembayaran Tunjangan Kerja dan Tunjangan Tambahan 

 

3.3.2 Sumber data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu 

organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi 

yang bersangkutan. Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data 

laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang 

dikumpulkan oleh penulis sendiri. Ini adalah data yang belum pernah 
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dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu 

tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendaharawan 

Pengeluaran di Bagian Keuangan yaitu Bapak Ananda Ahmad Arif dan pegawai 

di bagian keuangan yaitu Muhammad Fathur R. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-

studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya 

sumber tidak langsung berupa data dokumentasi, buku, artikel, internet, jurnal, 

dan arsip-arsip resmi. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis 

juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, 

bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi itu sendiri yaitu salah satu 

contohnya penulis meminta data tentang data slip gaji pegawai KPPBC Tipe 

Pratama Banyuwangi yang penulis ambil langsung dari bagian keuangan. Selain 

itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari buku, artikel, internet, jurnal 

dan lain-lain 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

tugas akhir ini. 

b. Interview 

Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

kepada narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 

Tipe Pratama Banyuwangi yang berhubungan dengan masalah “Prosedur 
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Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”. 

c. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang 

terjadi. Dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam 

kegiatan kerja untuk mengethui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil) 

di lapangan. Selain itu juga dilakukan interview atau melakukan tanya jawab 

langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan 

mengenai Pajak Penghasilan. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang 

berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 21 lainnya. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa dibagi menjadi dua yaitu atas 

gaji dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan tunjangan dari 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pusat. Pemotongan dilakukan saat 

pegawai tetap menerima gaji dan tunjangannya yang dikirim ke rekeningnya 

masing-masing; 

5.1.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari terjadi kesalahan 

sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Dikarenakan 

aplikasi pemotongan bendahara belum di update sehingga masih menggunakan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama; dan 

5.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa telah dilakukan 

dengan tepat waktu dan tertib. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa 

Februari dilakukan pada tanggal 01 Februari 2017. Sedangkan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Masa Februari dilakukan pada tanggal 02 Maret 2017 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bendaharawan Pengeluaran supaya rutin mengecek aplikasi pemotongan bagi 

Bendaharawan, telah di update dengan aplikasi yang terbaru atau belum, karena 

dapat mempengaruhi jumlah pajak yang terhutang. Apabila aplikasi selalu di 

update dengan aplikasi yang terbaru, maka tidak akan terjadi kesalahan lagi 

yang menyebabkan kelebihan dalam pembayaran jumlah pajak yang terhutang; 

5.2.2 Bendaharawan Pengeluaran dan karyawan di bagian keuangan supaya lebih 

teliti lagi dalam memasukkan data penghasilan pegawai. Agar tidak lagi terjadi 

kesalahan yang menyebabkan bertambahnya jumlah penghasilan dari pegawai 

yang juga akan mengakibatkan kelebihan dalam pembayaran pajak.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Selesai Magang 
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Lampiran 6. Daftar Hadir 
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Lampiran 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74 

 

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Bimbingan 
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Lampiran 10. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721 
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Lampiran 11. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721-I 
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Lampiran 12. Surat Setoran Pajak 
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Lampiran 13. Bukti Transfer 
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Lampiran 14. Bukti Penerimaan Surat 
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Lampiran 15. Daftar Slip Gaji 
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Lampiran 16. Daftar Pembayaran Tunjangan Tambahan dan Tunjangan Kinerja 
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Lampiran 17. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Februari 
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Lampiran 18. Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 19. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 
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Lampiran 20. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 
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Lampiran 21. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 
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Lampiran 22. Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016 
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Lampiran 23. Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014 
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